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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SANGGAU 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU 

NOMOR 13 TAHUN 2025 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DI LINGKUNGAN  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan transparansi 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan, 

pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, 

dipandang perlu menyusun Standar Operasional 

Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sanggau;  

b.    bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud   

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Standar 

Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan 

Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sanggau;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan   Pengelolaan dan Tanggung    Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236);  

 

 

 

 

 

 






















































